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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan
Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam
penyelesaian konflik antara nclayan tradisional, Ujungpangkah dengan nelayan
modern. Weru Komplek. Selain itu untuk mengidentifikasikan pola resolusi
konflik apa yang dikonstruksikan dalam permasalahan tersebut. Permasalahan
vang hendak dijawab adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kedua Pemkab
dalam penyelesaian konflik antar nelayan dan pola resolusi konflik apa yang
dikembangkan oleh kedua Pemkab tersebut.

Metode yang diterapkan adalah sebuah studi kasus dengan konflik antar
nelayan tradisional, Kecamatan Ujungpangkah dengan nelayan modern,
Kecama .in Paciran sebagai bahan kajiannya. Pengumpulan data dilakukan dengan
empat cara, yaitu melakukan wawancara berstruktur secara in depth interview baik
dengan aparat pemerintahan kabupaten di kedua kabupaten, serta aparat
pemerintahan desa di desa-desa yang berkonflik, juga diantara pengurus nelayan
maupun dengan nelayan yang berkonflik yang berada di daerah dua kabupaten
tanpa menghindari dari temuan-temuan baru. Wawancara bebas dengan scjumlah
informan. Pengamatan dan observasi langsung pada lokasi sengketa dan
penelchan dokumen. Untuk memperoleh keabsahan data digunakan teknik
tringulasi sumber data dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda.
Analisis data dilakukan secara kualitauf deskrpsi mengikuti alur siklus dimana
analisa dilakukan secara bersamaan, jalin menjalin pada tahapan reduksi,
penyajian serta verifikasi data. :

Hasil analisis terhadap temuan data dilapangan menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemenntah Kabupaten Lamongan dalam
konflik ini berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik.
Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemcrintah Kabupaten
Lamongan lebih didasan dari adanya tuntutan dan para nclayan yang berkonflik
yang menuntut turut sertanya pemkab untuk menyelesaikan kontlik antar nelayan.
Kondisi inilah yang membawa pola resolusi konflik pada model “win-win
solution” dimana proses mediasi melalui pertemuan-pertemuan antara pemkab
sebagai fasilitator dan para nelayan sebagai pihak yang berkonflik. Dalam
melaksanakan proses mediasi, baik Pemkab Gresik maupun Pemkab Lamongan
menggunakan pendekatan persuasif secara institusional, namun “semangat
demokrasi” didalamnya belum cukup membawa efektifitas penyelesaian konflik.
Temuan date di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemkab
Gresik dan Pemkab Lamongan “terpaku” pada saat terjadinya konflik saja (jangka
pendek) tanpa dibarengi kemauan dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang
dilakukan sebelum dan sesudah konflik terjadi (jangka panjang) agar konsensus-
konsensus lebih mudah diwujudkan.
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